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ABSTRAK 
 
Joko Triyanto, E. 0005025. 2010.  PERAN PERJANJIAN PERKAWINAN 
JIKA TERJADI PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perjanjian perkawinan 
jika terjadi perceraian dan peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian 
harta bersama berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal yang bersifat 
preskiptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder 
yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi 
kepustakaan dan cyber media. Analisis data yang dilaksanakan dengan interpretasi 
terhadap ketentuan perundang-undangan terkait. Untuk memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada yakni peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian 
dan peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta bersama 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, digunakan silogisme deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu, 
peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian yaitu sebagai pedoman kepada 
salah satu pasangan suami atau istri untuk meminta pembatalan perkawinan 
apabila perjanjian dilanggar, sebagai pedoman dalam menentukan hak pengasuhan 
dan tanggung jawab orang tua  terhadap anak-anak hasil perkawinan, sebagai 
pedoman dengan adanya pemisahan utang, maka siapa yang berhutang dan siapa 
yang akan bertanggung jawab atas hutang tersebut menjadi jelas. Kedua, Peran 
perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta bersama yaitu sebagai 
pedoman, apakah pasangan suami istri tersebut membatasi atau melindungi secara 
hukum harta masing-masing pihak atau menyatukan harta bawaan dan harta 
perolehan menjadi harta gono-gini, sebagai pedoman bagi pasangan suami istri 
untuk menentukan pembagian harta bersama dalam hal cerai mati, sebagai 
pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan pembagian harta bersama 
dalam hal cerai hidup, sebagai pedoman untuk memberikan batasan  dalam 
membagi harta bersama dalam hal suami melakukan poligami. 
Kata Kunci : peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian dan peran  
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ABSTRACT 
 
Joko Triyanto, E. 0005025 2010. THE ROLE OF MARRIAGE 
ENGAGEMENT IF IT WILL HAPPEN DIVORCE AND POVERTY 
DIVIDEND ACCORDING TO THE LAW OF MARRIAGE AND THE 
ISLAMIC LAW COMPILATION NUMBER 1,1974. Faculty of law Sebelas 
Maret University. 
 
The research is intended to identify the role of marriage engagement if it 
will happen divorce and the role of marriage engagement if it will happen poverty 
dividend according to the law of marriage and the Islamic law compilation 
number 1,1974. 
The research included doctrinal law which has prescriptive characteristic. 
The collecting data used is secondary data. The source of secondary data used is 
primary law matter, secondary law matter and tertiary law matter. Data colleting 
technique used is library research and cyber media. The data analysis conducted 
by interpreting according to the related law. To obtaining the solution of the issues 
that the role of marriage engagement if it will happen divorce and poverty 
dividend according to the law of marriage and the Islamic law compilation 
number 1,1974. It used deduction syllogism. 
Based on the result and the discussion of the research, it result conclusion, 
the conclusion are, first, the role of marriage engagement if there is divorce, 
marriage engagement is a guidelines for one of husband and wife spouse to 
propose marriage cassation if one of them break the law of marriage. The role of 
marriage engagement is a guideline to determine the responsibility and taking care 
right to their children. It is a guideline to determine the separation of debt, who 
has debt, who has to be paid. Second, the role of marriage engagement is a 
guideline to determine poverty dividend, whether the one of husband and wife 
spouse limits or protect poverty for himself/ herself or piece their poverty 
together. It is a guideless to determine poverty dividend hi the matter of died 
divorce, it as a guideline for one of husband and wife spouse to determine poverty 
dividend in the matter of divorce as the guideline to limits poverty dividend in the 
matter of polygamy. 
 
Keywords : The role of marriage engagement if there is divorce and the role of 
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BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh 
ajaran agama, dengan perkawinan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan 
perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana 
damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga yang 
semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga. Namun fakta yang 
berkembang, harmonisasi terganggu oleh fenomena poligami, perceraian, 
perselingkuhan atau ditinggal dalam waktu lama tanpa informasi dan 
konfirmasi yang jelas. Belakangan muncul wacana tentang perjanjian 
perkawinan yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai senjata bagi 
wanita untuk mencegah calon suami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan 
terjadi di kemudian hari.  
Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi 
persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat 
mengajukan untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan 
menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, 
materialistik, egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain 
sebagainya. Karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka 
perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak 
sepantasnya dibicarakan dan dilakukan. (Tina Mariam.http://www.solusi 
hukum.com/artikel.php?=52. diakses 9 Oktober 2009 pukul 20.00 wib) 
Perjanjian perkawinan yang selama ini berjalan, materinya masih pada 
harta gono-gini (harta bersama sebelum perkawinan) atau manajemen harta 
pencampuran setelah perkawinan akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi 
perceraian. Untuk  itu,  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk memberikan  
keadilan  bagi  perempuan terutama bagi perempuan  korban poligami, 
perceraian,  perselingkuhan,  atau ditinggal  dalam  waktu  lama  tanpa  
informasi  dan konfirmasi yang jelas. Pada dasarnya yang harus disadari mula-
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mula adalah  bahwa  hidup  harus  terus  berjalan sekalipun perceraian telah 
terjadi. 
Pertama, mulailah perkawinan  dengan melakukan perjanjian 
perkawinan sebagai langkah preventif. Perjanjian perkawinan dinyatakan sah 
selama tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum,  
kesusilaan, dan agama. Perjanjian itu bisa termasuk pemisahan kepemilikan 
harta masing-masing atau pribadi, harta  bawaan, harta perolehan, dan harta 
bersama atau juga pemisahan harta pencarian masing- masing. Sekalipun 
terjadi pemisahan harta pencarian masing-masing, namun itu tidak 
menghilangkan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. 
Perjanjian perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari 
kepemilikan harta oleh suami secara absolut, menghindari perselisihan harta 
di masa mendatang dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta 
bersama. Perjanjiannya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan. Perjanjian itu disahkan oleh  pegawai Kantor Urusan Agama 
(KUA) untuk umat Islam dan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pemeluk 
agama selain Islam. Bahkan, ada baiknya jika perjanjian ini juga disahkan oleh 
notaris.  
Kedua, jika terjadi perceraian. Sedangkan di sisi lain, perkawinan 
sudah dilangsungkan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan 
tentang pemisahan harta bersama. Maka, istri berhak mengajukan gugatan 
pembagian harta bersama. Gugatan itu bisa diajukan bersamaan dengan 
gugatan perceraian di PA atau diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jika suami setuju bercerai, 
namun tidak setuju pembagian harta bersama, maka itu dapat menghambat 
proses perceraian. Sehingga, ada baiknya gugatan harta bersama diajukan 
setelah putusan cerai selesai. Namun, jika ingin menghemat biaya peradilan 
sebaiknya sudah ada kesepakatan antara suami istri mengenai pembagian harta 
bersama. Sehingga gugatan dapat diajukan bersamaan. Namun, kadangkala di 
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sisi lain, istri berhadapan dengan suami yang mengatasnamakan harta bersama 
yang dibeli selama perkawinan, maka hal yang dapat dilakukan adalah 
menguasai secara fisik harta benda tersebut. Ini merupakan strategi agar suami 
mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak 
suami. 
Selain beberapa hal di atas, para hakim juga harus melakukan 
pembaharuan hukum yang berkembang dewasa ini. Jika perceraian putus 
antara suami istri, maka hakim harus tegas memberikan putusan perceraian 
yang memberikan keadilan bagi istri. Terlebih bila istri yang mengambil alih 
pemeliharan anak, istri tidak bekerja, istri tidak berpenghasilan tetap dan harus 
mencukupi kebutuhan keluraga, atau istri berperan ganda domestik dan publik 
selama perkawinan berlangsung, maka pembagian harta bersama bukan lagi 
sama rata, tetapi sama adil. Boleh jadi istri mendapat 2/3 (dua pertiga) dari 
harta bersama dan suami 1/4 (seperempat). Hal ini demi kemaslahatan, 
kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi anak-anak yang ditinggalkan 
oleh suami.(Fatimah dan Yulianti Muthmainah, 2006: 11) 
   Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
dalam penelitian ini, penulis mengambil judul :”PERAN PERJANJIAN 
PERKAWINAN JIKA TERJADI PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN 
HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 











B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam 
penelitian ini, penulis mengambil beberapa pokok permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam? 
2. Bagaimana peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta 
bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu 
yang hendak dicapai dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
  a.Untuk mengetahui peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam. 
b.Untuk mengetahui peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian 
harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
2.  Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti 
pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum 
dan Masyarakat. 
b. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan 
penyusunan penulisan hukum guna memperoleh gelar kesarjanaan di 
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bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
D. Manfaat Penelitian 
Di dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya manfaat serta 
kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
ingin diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta hukum 
dan masyarakat pada khususnya. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 
bagi semua pihak yang yang memerlukannya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan 
yang  diteliti. 
b. Penelitian ini diharapkan penulis memperoleh tambahan pengetahuan 
mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi 
kembali ilmu tersebut kepada orang lain. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian guna 
mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga akan 
mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum 
ini sesuai dengan metode ilmiah. Metode yang dipakai penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.    Jenis Penelitian 
Sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut, maka dalam hal ini 
penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian 
doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan 
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deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud, 2006: 
33). 
Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah 
doktrinal atau normatif. Yaitu suatu penelitian yang yang bersumber dari 
undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. 
Bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan dikaitkan 
dengan peraturan perundang-undangan, kemudian ditarik kesimpulan 
dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari 
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep 
hukum dan norma-norma hukum. Langkah awal dari penelitian ini adalah 
perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup bermasyarakat, 
dimana ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu 
gejala sosial yang dipandang dari luar, tetapi masuk ke dalam suatu yang 
essensial yaitu sisi intrinsik dari hukum (Peter Mahmud, 2006: 22). 
Penulis akan membahas mengenai peran perjanjian perkawinan jika 
terjadi perceraian dan peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian 
harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
3. Pendekatan Penelitian       
Dalam penelitian normatif pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, 
pendekatan kasus, pendekatan filsafat, pendekatan historis, dan 
perbandingan (Johnny Ibrahim, 2006: 443). 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), yang dimaksud pendekatan tersebut adalah 
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dengan menelaah undang-undang dan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dimana tidak hanya 
menelaah bentuk perundang-undangannya saja, melainkan juga menelaah 
materi muatannya. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai 
dasar menelaah dan mengkaji masalah yang diangkat. 
4. Jenis data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya 
dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 
yang diperoleh dari masyarakat dan dari studi kepustakaan, sedangkan 
data yang diperoleh dari bahan pustaka lainnya disebut dengan data 
sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2007: 12). 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data 
sekunder yaitu data-data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen 
resmi. Buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya 
yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji penulis. 
5. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder. Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
a). Bahan - bahan hukum primer,yang diantaranya adalah : 
1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 
3) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991); 
b). Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, skripsi, tesis, dan disertai 
jurnal-jurnal hukum terkait dengan permasalahan yang penulis angkat, 
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yaitu tentang peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian dan 
peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta bersama 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
c). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis 
menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 
juga bahan-bahan dari Internet yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengelolaan data adalah bagaimana caranya mengolah data 
yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan 
melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Baik bahan hukum primer 
maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang 
telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan 
menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komperehensif 
(Johnny Ibrahim,2006: 392). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan 
data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari isi dari bahan 
pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel internet, jurnal 
dan dokumen data-data yang mempunyai kaitan dengan peran perjanjian 
perkawinan jika terjadi perceraian dan peran perjanjian perkawinan jika 
terjadi pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
7. Teknik Analisis Data 
Pada penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada 
hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap 
bahan hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisa dan 
kontruksi (Soerjono Soekanto,1986: 251). Analisis data merupakan 
langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu 
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laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 
dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. 
Analisis data pada penelitian doktrinal, atau sering juga disamakan 
dengan penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan metode 
penafsiran atau interpretasi yaitu salah satu metode penemuan hukum 
yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang -
undang yang terkait dengan peristiwa tertentu (Sudikno Mertokusumo dan 
A.Pitlo, 1993:13). Proses analisis data  juga menyangkut kegiatan 
penalaran ilmiah terhadap bahan hukum yang akan dianalisis, baik dengan 
menggunakan penalaran induksi, deduksi ataupun abduksi (Johnny 
Ibrahim, 2006: 297).   
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penalaran deduksi 
dengan metode : 
a. Interpretasi Bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu 
istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Sehingga 
untuk mengetahui makna dari peraturan perundang-undangan harus 
diuraikan menurut bahasa umum sehari-hari. 
b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang -
undangan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan 
atau dengan seluruh sistem hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004:59). 
Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai premis mayor, 
sedangkan yang menjadi premis minor adalah: 
1.) Perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian berdasarkan Undang-




2.) Perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta bersama 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika laporan penulisan  hukum yang disusun oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan 
judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori 
serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian Pustaka 
ini terdiri dari tinjauan tentang perjanjian perkawinan, tinjauan 
tentang perceraian dan tinjauan tentang pembagian harta 
bersama. Selain itu, untuk mempermudah pemahaman alur 
berfikir di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka 
pemikiran. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas 
tentang peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian dan 
peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta 
bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
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BAB IV  :  PENUTUP 
Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan 
dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada. 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN   
 12 
       BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Kerangka Teori 
1.  Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan 
a. Pengertian Perjanjian Perkawinan 
Perjanjian perkawinan adalah “perjanjian yang dibuat oleh 
pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum 
perkawinan dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat 
hubungan perkawinan mereka”(Happy Susanto, 2008: 78). 
Perjanjian perkawinan umumnya dilakukan sebelum kedua 
mempelai mengikat janji dalam sebuah pernikahan dan mulai berlaku 
sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan itu 
bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon istri terhadap 
masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak melanggar kaidah 
hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan pada umumnya 
mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi, 
jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena 
perceraian maupun kematian. Meskipun demikian, sebenarnya 
perjanjian perkawinan tidak hanya memuat ketentuan tentang masalah 
pembagian harta kekayaan yang menjadi milik suami atau isteri (harta 
gono gini) atau harta bawaan masing-masing pihak, jika terjadi 
perceraian atau kematian. Perjanjian perkawinan itu juga memuat hal-
hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga 
mereka, seperti pengaturan anak, pendidikan, dan komitmen terhadap 
tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan. 
Perjanjian perkawinan pada pasal 29 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan sebelum melakukan 
perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang 
disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas 
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hukum, agama dan kesusilaan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) juga diperbolehkan dilakukannya perjanjian perkawinan yang 
tercantum dalam Pasal 47 ayat 1 yang isinya menyatakan bahwa: 
"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 
Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan." 
Khusus dalam Agama Islam, perjanjian perkawinan juga terdapat 
dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 2 dan Hadits. Isinya 
menyatakan bahwa “setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka 
masing-masing”. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji 
harus dilaksanakan. Perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan, jika 
perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang 
halal. Misalnya perjanjian yang isinya, jika suami meninggal dan 
mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istri. Padahal 
dalam Islam harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang 
anak, tidak seluruhnya jatuh pada istri, tapi juga pada saudara kandung 
pihak suami serta orang tua suami yang masih hidup 
b.  Isi Perjanjian Perkawinan 
         Isi perjanjian perkawinan umumnya diserahkan pada calon 
pasangan yang akan menikah, biasanya tentang penyelesaian masalah 
yang mungkin timbul di masa perkawinan. Antara lain sebagai berikut 
(Tina Mariam. http://www.solusihukum.com/artikel.php?=52.  diakses 
9 Oktober 2009 Pukul 20.00 wib): 
1) Pemisahan harta kekayaan 
        Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum 
menikah yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum 
pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta 
bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau 
hibah, dan disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya 
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dimiliki suami atau isteri. Pemisahan itu juga termasuk 
pemisahan utang, baik sebelum menikah, selama menikah, 
setelah bercerai atau meninggal. Pemisahan harta pencaharian 
atau pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau 
mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun 
aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun 
apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Tetapi 
Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh 
melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah 
tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi 
Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan 
mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka 
perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami 
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Dalam ayat 2 
dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi 
ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi 
pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban 
suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk 
biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami 
dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana 
bisa diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan atau mungkin 
dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja 
diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta. 
Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam 
perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah utang 
yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa 
atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang 
yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, 




2) Tak hanya masalah harta 
           Isi juga bisa meliputi hal lain yang berpotensi menimbulkan 
masalah, seperti hak dan kewajiban suami istri dalam 
perkawinan, pekerjaan, tindakan yang tak boleh dilakukan 
sebagaimana diatur dalam UU Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT). Bisa juga berupa tanggung jawab terhadap anak yang 
dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-
hari maupun pendidikan, walaupun pada prinsipnya semua orang 
tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan 
tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung 
jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi 
kepentingan anak. Bahkan dalam perjanjian perkawinan dapat 
diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan 
mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya rumah 
tangga bagi isteri yang akan dinikahinya (Pasal 52 KHI). 
 
3) Perjanjian Perkawinan bisa dicabut kembali 
Perjanjian perkawinan dapat dicabut kembali asalkan 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan 
dalam Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan : “selama perkawinan 
berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila 
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Hal yang sama 
dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa 
“Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas 
persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di 
kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut 
dilangsungkan” dan Pencabutan perjanjian perkawinan 
mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah 
diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Pasal 50 ayat 5). 
Bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat 
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kepada suami dan isteri, tetapi terhadap pihak ketiga 
pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu 
diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat 
(Pasal 50 ayat 3 KHI). Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan 
pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran 
pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada 
ketiga (Pasal 50 ayat 4 KHI). 
c.  Peraturan Tentang Perjanjian Perkawinan. 
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan 
isteri untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan materiil 
yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam 
perkawinan dapat ditetapkan atau disetujui adanya perjanjian 
perkawinan antara calon suami dan isterinya mengenai sesuatu 
hal berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan Pasal 29 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa 
“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua 
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian 
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”. 
Setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan, maka isinya 
berlaku terhadap kedua pihak dan berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian 
perkawinan tidak dapat disahkan, apabila isinya melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian 
perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan. 
Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak 
dapat diubah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak. 
PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut 
tentang pembatasan apa saja yang dapat diperjanjikan dalam 
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perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan luas sekali 
perumusannya dan dapat ditafsirkan banyak hal. PP Nomor 9 
Tahun 1975 Pasal 12 huruf h yang isinya menyatakan bahwa 
“akta perkawinan memuat perjanjian perkawinan apabila ada 
dan perjanjian perkawinan tidak dituangkan dalam suatu akta 
perjanjian”. 
Sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan sangat 
tergantung pada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. 
Sahnya perkawinan membawa akibat terhadap sahnya 
perjanjian perkawinan sebaliknya tidak sahnya perkawinan 
membawa akibat tidak sahnya pula perjanjian perkawinan. 
2) Kompilasi Hukum Islam. 
                                        Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur 
tentang adanya perjanjian perkawinan yaitu terdapat pada 
Pasal 45 menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai dapat 
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 
a) taklik talak 
b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. 
Taklik talak adalah suatu perjanjian nikah yang 
diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang 
dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang 
digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin 
terjadi dimasa yang akan datang (pasal 1 huruf e KHI). Isi 
perjanjian taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum 
Islam. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian tidak wajib 
diadakan dalam suatu perkawinan, tetapi perjanjian taklik talak 
yang sudah ada tidak dapat dicabut kembali. 
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Taklik talak merupakan hak yang diberikan Islam kepada 
isteri untuk bercerai dari suaminya melalui perjanjian 
perkawinan. Tujuan taklik talak adalah untuk melindungi 
wanita, yaitu dengan mengganti perjanjian yang bilateral 
antara suami isteri dengan pernyataan umum dari suami saja. 
Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam 
diatur dalam Pasal 47-50 KHI, antara lain adalah mengenai 
harta benda, misalnya pencampuran atau pemisahan harta 
pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan 
dengan Hukum Islam. Apabila perjanjian tersebut merupakan 
perjanjian mengenai pemisahan harta bersama, maka tidak 
boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat (1) KHI). Perjanjian 
percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta benda, 
baik yang dibawa maupun yang diperoleh bersama-sama 
dalam perkawinan (Pasal 49 ayat (1) KHI), tetapi dapat juga 
perjanjian perkawinan hanya meliputi harta pribadi yang 
dibawa saat perkawinan dilangsungkan ataupun sebaliknya 
(Pasal 49 ayat (2) KHI). 
Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat pihak 
ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut sejak 
perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah 
(Pasal 50 ayat (1) KHI). Perjanjian mengenai harta dapat 
dicabut atas kesepakatan suami isteri, tetapi pencabutan baru 
berlaku jika pencabutan perjanjian tersebut didaftarkan kepada 
pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkan perkawinan. 
Pencabutan perjanjian itu mengikat pula pada pihak ketiga 
yang tersangkut. Pencabutan perkawinan tidak mengikat pihak 
ketiga dan gugur, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
tidak diadakan pengumuman tentang pencabutannya. 
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Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta ini tidak 
boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 50 KHI). 
Seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu dapat 
mengadakan perjanjian perkawinan dengan isterinya selain 
isteri pertama mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan 
biaya rumah tangganya (Pasal 52 KHI). 
Pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada 
isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya 
sebagi alasan cerai di Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI). 
 
2.  Tinjauan Tentang Perceraian 
a.   Pengertian Perceraian    
                Perceraian adalah segala macam bentuk perceraian baik yang 
dijatuhkan suami yang ditetapkan hakim maupun perceraian yang jatuh 
dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang 
dari suami atau istri, perceraian dalam Islam diperbolehkan tetapi 
Islam tetap memandang bahwa perceraian bertentangan dengan asas- 
asas hukum Islam. Hadist Nabi juga menerangkan bahwa “ Yang halal 
yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (Soemiyati, 2007: 105). 
b. Klasifikasi Putusnya Ikatan Perkawinan 
Klasifikasi putusnya ikatan perkawinan menurut Djamil Latif  
dibagi kedalam 2 golongan yaitu (Djamil Latif, 1985: 37) : 
1) Karena kematian salah satu pihak 
Kematian seorang isteri menyebabkan seorang suami boleh kawin 
lagi dengan segera, tetapi jika suaminya yang meninggal dunia 
maka seorang isteri tidak boleh segera melaksanakan perkawinan 
baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa 
iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari. 
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2) Karena Perceraian 
a) Tindakan Pihak suami 
(1)Talak  
Talak berarti melepaskan atau membebaskan. Pada 
dasarnya tidak dibenarkan, maka untuk sahnya harus 
memenuhi syarat – syarat agar seorang istri dapat ditalak. 
(2) Ila 
Suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, 
waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak dapat 
diceraikan. 
    (3) Zhihar 
Seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu 
baginya sama dengan punggung ibunya, dimana ini 
berarti sang suami tidak bersedia lagi mencampuri 
isterinya. Pengaturan mengenai zhihar terdapat dalam 
QS. Al Mujadilah ayat 2 sampai 4, yang artinya 
(Departemen Agama Republik Indonesia, 1998: 908-
909).  
2. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara 
kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, 
padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. 
ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang 
melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka 
sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan 
mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah 
Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 
3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, 
kemudian mereka hendak menarik kembali apa 
yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) 
memerdekakan seorang budak sebelum kedua 
suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang 
diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), 
Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebelum keduanya bercampur. 
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Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) 
memberi Makan enam puluh orang miskin. 
Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, 
dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat 
pedih. 
b) Tindakan Pihak istri 
Yang termasuk dalam kategori ini adalah Tafwidl al Talaq. 
Kata tersebut berarti penyerahan talaq. Bahwa seorang suami 
boleh menyerahkan pelaksanaan talaq kepada istrinya yang 
sudah akil balig dan sehat akalnya. 
 
  c) Persetujuan kedua belah pihak 
(1) Khulu 
 Khulu mempunyai arti penebusan. Bentuk 
perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya 
talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta 
atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai 
dengan khulu itu.  
QS Al Baqarah ayat (229) memberikan penjelasan 
mengenai hal ini , yang artinya  : 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh 
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu 
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran 
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim 
(Departemen Agama Republik Indonesia,1998: 55). 
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Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan 
penerimaan 'iwadl. Khulu' Yaitu permintaan cerai kepada 
suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadl. 
d) Keputusan hakim 
(1) Ta’lik talak 
Artinya ta’lik adalah menggantungkan, suatu 
talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin 
terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian 
yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. 
(2) Syiqaq 
Adalah perselisihan suami isteri yang 
diselesaikan dua orang hakim, dimana hakim tersebut 
satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. 
Pengaturan mengenai syiqaq ini terdapat dalam surat 
An Nisa’a ayat (35) yang artinya : 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 
jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal (Departemen Agama 
Republik Indonesia. 1998:123). 
 
(3) Fasakh 
Bahwa perkawinan tersebut dirusak atau 
diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh 
hakim pengadilan agama. 
(4) Li’ aan 
Sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan 
bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang 
mengucapkan sumpah itu berdusta. Pengaturan li’aan 
terdapat dalam surat Annur ayat (6) sampai dengan (9) 
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yang artinya sebagai berikut (Departemen Agama 
Republik Indonesia, 1998:544).   
   6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya 
(berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai 
saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 
dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah 
Termasuk orang-orang yang benar. 
7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah 
atasnya, jika dia Termasuk orang-orang yang 
berdusta. 
8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh 
sumpahnya empat kali atas nama Allah 
Sesungguhnya suaminya itu benar-benar 
Termasuk orang-orang yang dusta. 
9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah 
atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang 
yang benar. 
 
 Maksud ayat 6 dan 7 adalah orang yang menuduh 
Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat 
orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah 
empat kali, bahwa dia (suami) adalah benar dalam 
tuduhannya itu. kemudian dia (suami) bersumpah 
sekali lagi bahwa dia (suami) akan kena laknat Allah 
jika dia (suami) berdusta. Masalah ini dalam fiqih 
dikenal dengan Li'an.  
 
 
(5)  Riddah  
Riddah merupakan istilah lain dari murtad, yaitu 
salah satu pihak keluar dari agama islam. Pengaturan 
ini terdapat dalam Pasal 116 huruf  h Kompilasi 
Hukum Islam, dimana riddah atau murtad yang 
dimakud disini adalah yang menyebabkan terjadinya 





c. Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang 
Alasan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Alasan tersebut antara lain yaitu: 
1) Salah satu pihak zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi 
dan sukar disembuhkan. 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. 
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang 
membahayakan pihak lain. 
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. 
6) Antara suami isteri sering terjadi percecokan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. 
Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 terdapat beberapa 
alasan perceraian yang tidak diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 
1975. tambahan tersebut antara lain adalah bahwa suami melanggar 
taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pelanggaran taklik 
talak adalah hal yang paling banyak dijadikan alasan dalam hal 
pengajuan gugatan perceraian. Taklik talak dapat dikatakan sebagai 
suatu perjanjian, dimana taklik talak ini pembacaanya oleh suami 
setelah akad nikah. 
d.  Cara Perceraian 
Perceraian yang merupakan putusnya ikatan perkawinan 
mempunyai  2 macam cara. Macam cara tersebut adalah : 
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1)  Cerai Talak 
Tatacara seorang suami mentalak isterinya diatur dalam 
pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, yaitu : 
a) Seorang suami yang akan menceraikan isteri mengajukan surat 
ke Pengadilan Agama ditempat tinggalnya yang berisi 
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya 
disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu. 
b) Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, 
mempelajarinya dan selambat-lambatnya 30 hari setelah 
menerima surat, pengadilan memanggil suami isteri yang akan 
bercerai untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perceraian itu. 
c) Setelah mendapat penjelasan dari suami isteri dan terdapat 
alasan untuk bercerai dan tidak memungkinkan untuk 
berdamai, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan 
sidang untuk menyaksikan perceraian itu. 
d) Setelah meneliti pendapat dan terdapat alasan untuk 
melakukan perceraian dan usaha perdamaian tidak  berhasil, 
kemudian perceraian dilakukan. Ketua Pengadilan Agama 
memberi surat keterangan tentang perceraian dan surat 
keterangan dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat 
perceraian untuk dilakukan pencatatan. 






2 ) Cerai Gugat  
Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya 
suatu gugatan yang diajukan lebih dahulu oleh salah satu pihak 
(istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu 
putusan pengadilan. 
Tatacara gugatan ini diatur dalam Pasal 20 sampai 36 
Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
pada dasarnya berisi tentang: 
a) Pengajuan gugatan diajukan oleh salah satu pihak (istri) ke 
pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat 
tinggal tergugat dan apabila selama tergugat tidak jelas 
diajukan ketempat tinggal penggugat. 
b) Pemanggilan disampaikan secara pribadi oleh juru sita dan 
petugas yang ditunjuk secara patut dan selambat lambatnya 3 
hari  sebelum sidang. 
c) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus 
dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah diterimanya 
surat gugatan di kepaniteraan. Para pihak yang berperkara 
menghadiri sidang. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam 
sidang yang tertutup untuk umum. 
d) Perdamaian  
e) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah 
pihak baik sebelum atau selama persidangan. 
f) Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum. 
e.  Akibat Perceraian 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, apabila terjadi perceraian maka akan menimbulkan akibat 
hukum terhadap para pihak yang berhubungan dengan perceraian 
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tersebut. Akibat hukum tersebut adalah (H.M Djamil Latif, 1985: 114 - 
115) : 
1) Mengenai hubungan suami istri 
Akibat pokok dari adanya perceraian adalah tidak sahnya 
hubungan persetubuhan antara suami istri tersebut. Hukum Islam 
mengatur bahwa pihak yang bercerai tersebut dapat kembali 
melakukan perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum 
agamanya. 
2) Mengenai Anak 
Baik bapak atau ibu tetap berkewajiaban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Biaya 
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab 
pihak ibu kecuali dalam keadaan bapak tidak mampu melakukan 
kewajiban tersebut. 
3) Mengenai harta bersama 
Pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang perkawinan menjelaskan akan harta bersama. Mengenai 
harta bersama, para pihak yaitu suami atau istri dapat bertindak 
atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta 
bawaan masing-masing para pihak mempunyai kekuasaan penuh 
terhadap harta tersebut. 
 
 
3. Tinjauan Tentang Pembagian Harta Bersama 
a. Pengertian Harta Bersama 
    Salah satu pengertian harta gono-gini adalah suatu harta 
milik bersama  suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua 
selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang 
menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada 
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suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang 
mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang 
dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini 
atau harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian 
harta gono-gini yang disebutkan di dalam undang-undang 
perkawinan.(Ahmad An-Najah :http://ahmadzain.com/index.php? 
option=com.content&task=View&id=175&Itemed=1 . diakses 21 
Oktober 2009 pukul 20.00 wib). 
          Pengaturan tentang harta bersama terdapat dalam Undang-
Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan 
Pasal 37 yang pada intinya menerangkan bahwa harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta 
bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak bergerak, 
benda bergerak dan surat-surat berharga. Adapun harta bersama 
yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Tanpa 
persetujuan kedua belah pihak suami dan isteri, harta bersama 
tidak dibolehkan untuk dijadikan barang jaminan, dijual atau 
dipindahkan. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak 
atas persetujuan kedua belah pihak, suami tidak berhak 
menggunakan harta milik istri tanpa izin dari pihak istri dan juga 
sebaliknya, apabila perkawinan putus karena cerai maka harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. 
Para sarjana Islam telah mengambil kesimpulan tentang 
pengertian harta bersama yaitu : 
Harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik 
mereka bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama atau 
hanya salah seorang saja diantara mereka, sang suami 
bekerja dan istrinya mengurus rumah tangga dan anak – 
anaknya. Suami istri tersebut terikat dalam suatu 
perkawinan, maka mereka juga terikat atas harta bersama 




b.   Wewenang Suami Isteri Atas Harta Bersama 
Wewenang mengenai harta bersama ini diatur dalam Pasal 
36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yaitu mengenai semua hal yang berhubungan dengan 
harta bersama, suami isteri dapat bertindak berdasarkan 
persetujuan kedua belah pihak. Pasal itu menjelaskan bahwa para 
pihak baik suami atau istri dapat menggunakan harta mereka 
dalam jumlah yang tidak diatur batasnya tapi harus berdasarkan 
kesepakatan antara suami istri tersebut. 
Mengenai kedudukan suami dan istri dalam hal 
menggunakan harta bersama adalah seimbang. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan  yaitu : 
a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 
pergaulan hidup dalam masyarakat. 
b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum. 
c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 
 
c.    Pembagian Harta Bersama 
Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana 
membagi  harta gono-gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu 
secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama. 
Pembagian harta gono-gini  tergantung kepada kesepakatan suami 
dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al-Qur’an disebut dengan 
istilah “ Ash Shulhu “ yaitu perjanjian untuk melakukan 
perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka 
berselisih. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surat An Nisa 
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ayat 128 yang artinya : “ Dan jika seorang wanita khawatir akan 
nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa 
bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) “.Ayat ini 
menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri 
setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada 
yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri 
merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar 
keduanya.(Ahmad Zain An-Najah.http://ahmadzain.Com/index. 
                         php?option=com.content&task=View&id=175&Itemed=1. diakses  
21 Oktober 2009 pukul 20.00 wib). 
Secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan 
berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan, 
baik menurut hukum adat maupun hukum positif adalah bahwa 
masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap 
harta bersama, yaitu setengah dari harta bersama. Pembagian 
seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang 
berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam 
perkawinan. Pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas 
setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan 
baik oleh suami atau isteri, sebagai partner yang saling 
melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian 
keluarga. 
Pengertian peran di sini pun tidak didasarkan pada jenis 
kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari 
nafkah, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal 
suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran 
besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti 
mengurusi urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak 
maupun isteri, bahkan berbelanja dan menyediakan kebutuhan 
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makan dan minum, ketika isteri bekerja, maka suami tersebut 
masih layak untuk mendapatkan hak setengah dari harta bersama. 
Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk 
memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan 
membereskan urusan rumah tangga itu, pihak isteri telah 
menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat 
mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga 
secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang 
diperoleh. Sebaliknya, ketika isteri bekerja, sedangkan pihak 
suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner 
isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, 
pembagian harta bersama separoh bagi isteri dan separoh bagi 
suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. 
Pembagian harta bersama haruslah berdasarkan asas 
keadilan. Adil adalah suatu keadaan dimana semuanya berjalan 
dengan seimbang, tidak berat sebelah. Untuk melaksanakan sikap 
yang adil, manusia tidak boleh memandang alasan apapun, tanpa 
memandang agama, ras, suku, perasaan pribadi. Sebagaimana 
tercantum dalam surat An Nisaa ayat 135 yang artinya  : 
Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi 
penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, sekalipun 
terhadap dirimu sendiri, maupun terhadap orangtuamu  atau 
kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin Allah lebih berhak 
atas mereka berdua. Karena itu jangan mengikutu hawa 
nafsu untuk tidak berbuat adil. Dan jika kamu memutar balik 
atau berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah 
itu senantiasa maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(Departemen Agama Republik Indonesia, 1998: 144-145). 
Beberapa asas penting dalam hukum harta perkawinan dalam   
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ( J Satrio, 1991 : 
6) : 
a) Tidak menutup kemungkinan untuk adanya peraturan 
pelaksana hukum harta perkawinan yang berbeda untuk 
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golongan tertentu (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan 
yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing). 
Kata-kata tersebut bisa ditafsirkan bahwa masih ada 
kemungkinan yang selama ini berlaku untuk masing- 
masing golongan tetap dipakai sebagai peraturan 
pelaksananya. 
b) Asas monogami dengan kemungkinan adanya poligami 
sebagai perkecualian (Pasal 3 ayat (1)). 
c) Persamaan kedudukan antar suami dan istri, keduanya 
mempunyai hak dan kedudukan seimbang (Pasal 31ayat 
(1)). 
d) Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak 
(Pasal 31 ayat (2)). 
e) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam 
harta bersama, kecuali yang diperoleh sebagai hibah atau 
warisan, yang jatuh diluar harta bersama (Pasal 35 ayat 
1). 
f) Harta yang dibawa dalam perkawinan (dalam hukum adat 
harta asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau 
warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang 
membawa atau memperolehnya (Pasal 35 ayat (2)). 
g) Calon suami istri mempunyai kesempatan untuk membuat 
perjanjian kawin (Pasal 29) hal mana memberi petunjuk 
bahwa ketentuan mengenai hukum harta perkawinan 
dalam Undang- Undang perkawinan bersifat hukum yang 
menambah karenanya para pihak dapat menyimpanginya. 
h) Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta 
perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada 
saat perkawinan dan sepanjang perkawinan, asal dipenuhi 
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syarat- syarat tertentu, dimungkinkan adanya perubahan 
perjanjian kawin. 
i) Atas harta bersama suami atau istri dapat mengambil 
tindakan hukum atas persetujuan suami atau istrinya 
(Pasal 36 ayat (1)). Atas harta bawaan masing-masing 
suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya. 
Mengenai pembagian harta bersama lebih lanjut diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)  yang pada 
intinya mengatur hal sebagai berikut (Zainal Abidin Abubakar, 
1993. 327-329): 
1. Pasal  85  : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu 
tidak menutup kemungkinan adanya harta 
milik masing- masing suami istri. 
2. Pasal 86 ayat (1)  : Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara 
harta    suami dan harta istri. 
 ayat (2) : Harta isteri tetap menjadi harta istri dan 
dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta 
suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 
penuh olehnya. 
3. Pasal 88   : Apabila terjadi perselisihan antar suami istri 
tentang harta bersama maka penyelesaian 
perselisihan itu diajukan ke Pengadilan 
Agama. 
4. Pasal 89   : Suami bertanggung jawab menjaga harta 
bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. 
5. Pasal 90   : Istri turut bertanggung jawab menjaga harta 
bersama   maupun harta suami yang ada 
padanya. 
6. Pasal 92   : Suami istri tanpa persetujuan pihak lainnya 
tidak diperbolehkan menjual atau 
memindahkan harta bersama. 
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7. Pasal 97   : Janda atau duda cerai hidup masing-masing 
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang 
tidak ditentukan lain dalam perjanjian. 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Suatu perkawinan berarti membentuk suatu keluarga yang 
sejahtera, langgeng, bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan ini tidak hanya 
karena didasarkan atas kebahagiaan lahir saja, tidak cukup hanya karena 
harta yang melimpah. Kebahagiaan itu juga mencakup kebahagiaan 
batiniah para anggota keluarga, bahagia batiniah dapat terjadi dengan 
adanya komunikasi, saling menghormati dan juga hubungan yang baik 
antar anggota keluarga. 
Biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan 
pembagian harta gono-gini (harta bersama). Mereka meributkan mana 
bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan 
pembagian harta gono-gini (harta bersama) akan lebih mudah karena 
dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono-gini (harta bersama) 
dan mana yang bukan. Begitu pentingnya perjanjian perkawinan sebagai 
pelindung atau tameng apabila terjadi perceraian yang mengharuskan 
pembagian harta bersama, maka peneliti akan menganalisis mengenai 
peran perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian dan peran perjanjian 
perkawinan jika terjadi pembagian harta bersama berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan menganalisis  berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. Dari uraian tersebut, maka dapat digambarkan 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peran Perjanjian Perkawinan jika terjadi Perceraian Berdasarkan   
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam 
Perceraian menjadi salah satu hal yang terberat yang dihadapi oleh 
pasangan  suami istri dalam suatu perkawinan. Terlebih lagi proses 
perceraian yang tidak kunjung selesai-selesai atau membutuhkan waktu 
yang lama, karena masing-masing pihak tidak mau mengalah dan tetap 
pada pendirian bahwa ia tidak bersalah. Proses perceraian akan menjadi 
lebih mudah, apabila masing-masing pasangan suami istri tersebut 
sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian perkawinan 
terlebih dahulu, supaya dapat mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di 
kemudian hari. Untuk itu peran perjanjian perkawinan jika terjadi 
perceraian sangat diperlukan supaya dapat meminimalisasi resiko yang 
terjadi dalam perkawinan kelak diantara lain yaitu : pertama, sebagai 
pedoman kepada salah satu pasangan suami atau istri untuk meminta 
pembatalan perkawinan apabila perjanjian dilanggar. Kedua, sebagai 
pedoman dalam menentukan hak pengasuhan dan tanggung jawab orang 
tua  terhadap anak-anak hasil perkawinan. Ketiga, sebagai pedoman 
dengan adanya pemisahan utang, maka siapa yang berhutang dan siapa 
yang akan bertanggung jawab atas hutang tersebut menjadi jelas. Untuk 
lebih jelasnya, maka penulis menguraikannya sebagai berikut :  
1. Sebagai pedoman kepada salah satu pasangan suami atau istri untuk 
meminta pembatalan perkawinan apabila perjanjian dilanggar. 
   Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan suami 
istri harus ditaati dan dipatuhi bersama-sama. Salah satu pihak tidak 
boleh melanggar ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian 
perkawinan jika ternyata ketentuan yang telah dianut itu dilanggar 
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sendiri, status perkawinan mereka bisa batal (Happy Susanto,2008 : 
92). 
Pasal 39 UU perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan 
perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak 
akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang 
dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam 
penjelasan Pasal tersebut dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (H.M Djamil 
Latif, 1985 : 108). 
Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 
1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut: 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  
2. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 
(dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah 
lahir dan batin.  
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang dapat membahayakan pihak lain  
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.  
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga  
7. Suami melanggar taklik talak  
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8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga.  
Menurut pendapat penulis, dari pendapat diatas alasan perceraian 
tidak saja yang ada dalam  Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116  
dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 19 saja, tetapi  dalam hal 
pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan sebelum 
melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 
KHI yang berbunyi bahwa “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan 
memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau 
mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan 
agama”. Maksud dari Pasal 51 KHI tersebut dapat dijadikan alasan 
diajukan perceraian ke pengadilan agama karena salah satu pihak 
pasangan suami istri melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian 
yang telah disepakati bersama antara pasangan suami istri tersebut. 
Oleh karena itu, pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan 
perkawinan perlu memantapkan kesepakatan yang telah mereka buat 
secara bersama dan diharapkan dalam proses pembuatannya tidak ada 
paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lain. Sebab perjanjian 
perkawinan dibuat untuk menjamin kepentingan rumah tangga 
mereka.  
Dengan demikian, kedua peraturan tersebut yaitu UU perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya mempersulit terjadinya 
perceraian, karena perkawinan dianggap sesuatu yang sakral atau suci, 
jadi tidak dapat diputuskan dengan cepat karena perkawinan tidak saja 
bertanggung jawab terhadap pasangannya, tetapi bertanggungjawab 
pada Tuhan, dengan dibolehkannya perjanjian perkawinan sebelum 
melangsungkan perkawinan dapat mengesampingkan kedua peraturan 
tersebut yaitu UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal 
lebih mempersingkat waktu dalam proses perceraian karena kedua 
belah pihak, yaitu pasangan suami dan istri telah melakukan 
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kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan sebagai 
pedoman untuk mengajukan perceraian apabila kesepakatan tersebut 
dilanggar oleh salah satu pasangan tanpa harus menunggu atau 
mencari-cari ada atau tidak alasan-alasan perceraian yang terdapat 
dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116  dan PP Nomor 9 
Tahun 1975 pada Pasal 19. 
2. Sebagai pedoman dalam menentukan hak pengasuhan dan tanggung 
jawab orang tua  terhadap anak-anak hasil perkawinan. 
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri 
sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara 
kedua orang tua putus (Mohd Idris Ramulyo,1996 : 189). 
Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah anak. Segala 
sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk 
mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai 
tempat tinggal, ayah harus meyediakannya agar ibu dapat mengasuh 
anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang 
baik diperlukan pembantu rumah tangga, dan ayah memang mampu, 
ia diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak 
dalam masa menyusui, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik 
ibu memerlukan makanan sehat, obat-obat vitamin dan sebagainya, 
semuanya itu menjadi beban ayah. Apabila anak sudah waktunya 
masuk sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga 
(Ahmad Azhar Basyir, 2007 : 100-103). 
Menurut pendapat penulis, dari pendapat diatas adanya perceraian 
membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami istri. Apabila dalam 
perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian yang membawa 
akibat hukum terhadap anak yaitu orang tua tidak dapat memelihara 
anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak 
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diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Walaupun kedua orang 
tua sudah tidak ada ikatan suami istri, tetapi tetap berkewajiban 
memelihara dan membiayai hidup anak-anaknya sampai anak tersebut 
dapat berdiri sendiri atau sudah kawin dan tidak menelantarkannya 
dengan alasan karena tidak mau bertemu dengan sang mantan ,karena 
dianggap bisa mengingat-ingat masa lalu dan dapat menimbulkan 
perselisihan yang baru. 
Pada Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan diatur 
dalam Pasal 149-162. Khusus untuk akibat perceraian terhadap anak 
terdapat dalam Pasal 156 huruf a sampai f. Adapun isi selengkapnya 
dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari 
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh; 
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. 
2. Ayah 
3. Wanita-wanita dalan garis lurus ke atas dari ayah 
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ayah. 
b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya. 
c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 
hadhamah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 
41 
 
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 
d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 
ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 
tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), 
(b), (c), dan (d). 
f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya. 
Ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh 
anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Berakal sehat 
b. Telah balig 
c. Mampu mendidik 
d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia 
e. Beragama Islam 
f. Belum kawin dengan laki-laki lain 
Menurut pendapat penulis menentukan hak pengasuhan anak 
biasanya pada perceraian sering berlarut-larut atau lama, karena 
masing-masing pihak ingin mendapatkan hak asuh anak mereka, dan 
sering menambah masalah baru dalam perceraiannya. Di samping itu 
anak menjadi bingung mau ikut sama siapa, ikut ibunya atau ikut 
bapaknya dan anak dari hasil perceraian kedua orang tuanya itu 
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cenderung menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. 
Kalau adanya perjanjian perkawinan sebelum melakukan perkawinan 
akan lebih mudah lagi dalam menentukan hak asuh anak apabila hal 
itu benar-benar terjadi perceraian, karena dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam membolehkan membuat perjanjian perkawinan yaitu pada Pasal 
29 ayat 1 UU Perkawinan dan pada Pasal 47 ayat 1 KHI asalkan tidak 
melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, maka proses 
perceraian tidak akan berlarut-larut atau lama, karena sewaktu 
membuat perjanjian perkawinan sudah ditentukan hal-hal yang 
mungkin terjadi kemudian hari meskipun tidak begitu detail, tetapi 
sudah menyangkut poin-poin tertentu seperti jadwal kunjungan 
terhadap anak atau pengaturan bertemu dengan anak, pendidikan anak 
dan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak. Dalam hal perceraian 
terjadi antara suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak 
mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak, kecuali jika 
ibu berperilaku tidak baik (pemadat, peminum atau lainnya) dan bukan 
ibu yang baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa 
menyebabkan hak asuh tak jatuh ke tangan ibu, seperti ibu keluar 
rumah tanpa membawa anak, atau hakim melihat kedekatan ayah 
dengan anak dibanding pada ibunya, dengan alasan tersebut hak asuh 
anak bisa saja jatuh ke tangan ayah yang mengasuhnya dengan alasan 
tersebut atau sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak tentang 
siapa yang berhak mengasuh anak tersebut bila terjadi perceraian. 
Dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: 
“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya” dalam pasal ini intinya bahwa anak yang 
masih dibawah 12 tahun ikut ibunya, tetapi tidak menutup 
kemungkinan hak asuh anak tersebut bisa jatuh ditangan ayahnya 
apabila ada sebab atau alasan tertentu dan atau mungkin sudah ada 
kesepakatan dalam perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian 
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hak asuh anak jatuh ditangan ayahnya bukan oleh ibunya sendiri. Jadi 
dalam Pasal 105 huruf a tersebut tidak mutlak sepenuhnya hak asuh 
anak ditangan ibunya. Baru setelah anak sudah mumayyiz atau sudah 
diatas 12 tahun maka dapat memilih sendiri untuk ikut ayahnya atau 
ibunya karena anak sudah dianggap mampu mengerti mana yang baik 
dan buruk bagi dirinya sendiri. Apabila hak asuh anak jatuh ditangan 
oleh ibunya maka ayahnya tetap memberikan biaya pemeliharaan 
kepada anaknya hingga berumur 21 tahun sepanjang belum menikah. 
Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan yang mengatur tentang hak pengasuhan anak 
terdapat dalam Pasal 41. Pada intinya pasal tersebut walaupun terjadi 
perceraian diantara suami istri, keduanya tetap bertanggungjawab atas 
pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Anak yang belum 
berumur 7 tahun ikut ibunya. Tapi dalam keadaan tertentu bisa saja 
hak asuh anak jatuh ketangan ayahnya, apabila terjadi kesepakatan 
antara keduanya atau adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu 
sebelum melakukan perkawinan yang membahas pengasuhan anak 
apabila terjadi perceraian dikemudian hari, sehingga tidak terjadi 
perebutan anak atau perebutan hak asuh anak . Anak yang 18 tahun 
masih dibawah pengasuhan kedua orang tuanya sepanjang belum 
kawin. 
                        Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan itu yaitu 
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya kedua peraturan tersebut 
menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua meskipun telah 
bercerai untuk pemeliharaan anaknya terlepas siapa yang berhak 
mendapat asuh anak tersebut dan pada kedua peraturan tersebut juga 
membolehkan perjanjian perkawinan mengenai hak pengasuhan anak 
apabila terjadi perceraian karena kedua peraturan tersebut tidak 
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membatasi isi perjanjian perkawinan tersebut asalkan tidak melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 
3. Sebagai pedoman dengan adanya pemisahan utang, maka siapa yang 
berhutang dan siapa yang akan yang bertanggung jawab atas hutang 
tersebut menjadi jelas.  
             Luasnya kebersamaan (pencampuran) harta kekayaan dalam 
perkawinan adalah mencakup seluruh activa dan passiva, baik yang 
diperoleh suami istri sebelum atau selama masa perkawinan mereka 
berlangsung (seperti harta bawaan dan harta perolehan), yang juga 
termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, utang-utang yang 
diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum (Happy 
Susanto,2008 : 16 ). 
Utang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami isteri 
untuk memenuhi keperluan keluarga maupun untuk modal suatu 
usaha, bersifat konsumtif atau produktif. Sedangkan piutang dilakukan 
diantaranya untuk tabungan atau keperluan masa depan keluarga. 
Maka untuk menentukan utang piutang masuk menjadi harta bersama, 
harus melihat ruang lingkup harta bersama, dan hal itu juga dapat 
diperhatikan dari bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan 
Pasal 93 KHI (http://pa-lubukpakam.net?artikel/194-Hartakeluarga. 
                   html. diakses 27 Desember 2009 pukul 20.00 wib). 
      Menurut pendapat penulis dari pendapat diatas, yaitu sebelum 
melangsungkan perkawinan sebaiknya mengecek atau menanyakan 
terlebih dahulu kepada calon pasangan kita, apakah mempunyai utang 
atau tidak, sehingga apabila mempunyai utang, itu menjadi haknya 
yang berutang atau menjadi hak bersama setelah dilangsungkannya 
perkawinan. Kalau menjadi tanggung jawab bersama, maka harus ada 
perjanjian atau kesepakatan yang menyatakan bahwa tidak ada 
pemisahan harta perkawinan, baik harta yang meliputi harta bawaan, 
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harta perolehan maupun dalam utang sekalipun. kedua pasal tersebut, 
jika diperhatikan secara seksama, telah menentukan tiga syarat yang 
harus dipenuhi supaya suatu utang dalam perkawinan menjadi utang 
bersama, yaitu : Pertama, saat terjadinya perjanjian utang. Kedua, 
peruntukan utang. ketiga, persetujuan kedua belah pihak suami dan 
isteri.  
a) Saat terjadi utang 
       Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Harta benda 
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. 
menentukan, tentang waktu terjadinya perjanjian utang, 
sebagaimana juga menentukan saat terbentuknya harta bersama. 
Dari pasal tersebut dapat dipahami, bahwa perjanjian utang yang 
dilakukan sejak terjadinya ikatan perkawinan akan menjadi utang 
bersama. Sedangkan utang yang dilakukan sebelum perkawinan 
adalah utang pribadi suami atau isteri yang membuat perjanjian 
utang.  
       Namun demikian, bentuk dan harta (uang) pembayaran utang 
harus pula diperhatikan. Utang dalam bentuk rumah, misalnya, yang 
pembayarannya secara angsuran atau kredit pemilikian rumah 
(KPR), meskipun perjanjian kredit dilakukan sebelum perkawinan, 
tetapi jika uang pembayarannya kemudian berasal dari uang (harta) 
bersama, maka utang atau rumah tersebut akan jatuh menjadi utang 
bersama dengan perhitungan secara proporsional. Yang dimaksud 
secara proporsional disini adalah dengan cara memisahkan atau 
memperhitungkan jumlah uang yang telah dikeluarkan sebelum 
perkawinan berlangsung, yang merupakan harta pribadi, dengan 
jumlah uang (harta) bersama untuk pembayaran cicilan sejak 
terjadinya perkawinan, yang menjadi harta bersama. Oleh karena itu, 
saat transaksi utang dilakukan penting untuk diperhatikan dalam 
menentukan utang keluarga. 
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b) Peruntukan utang 
Pasal 93 ayat (2) KHI disebutkan, bahwa : “Pertanggungjawaban 
terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, 
dibebankan kepada harta bersama”. Dari bunyi pasal tersebut 
menunjukkan, bahwa penggunaan utang dalam perkawinan penting 
diperhatikan guna menentukan agar utang yang dilakukan menjadi 
utang bersama. Penggunaan utang untuk yang bukan kepentingan 
keluarga atau utang untuk kepentingan pribadi suami atau isteri, 
dengan demikian bukan utang bersama. Kepentingan pribadi suami 
atau isteri dalam hal tersebut dapat berupa untuk kepentingan 
memperbaiki rumah pribadi suami atau isteri dan lain sebagainya.  
Sedangkan khusus untuk suami, harus diperhatikan lebih lanjut 
mengenai bentuk kepentingan keluarga yang dimaksud. Hal itu 
disebabkan karena suami memikul tanggung jawab dan mempunyai 
kewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 
yang menyebutkan : Suami wajib melindungi isterinya dan 
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 
dengan kemampuannya. 
Kemudian dalam Pasal 80 ayat (4) KHI disebutkan, bahwa : 
Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, 
kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, 
biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan c. 
biaya pendidikan bagi anak. Dengan ketentuan tersebut, maka jika 
konsisten dengan kewajiban yang dibebankan kepada suami, maka 
utang seorang suami dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya 
dalam keluarga, tidak dapat dimasukkan sebagai utang bersama. 
Sebab seorang suami yang berutang untuk memberi makan isteri dan 
anaknya, berarti suami sedang melaksanakan kewajibannya. Maka 
jika utang tersebut dianggap sebagai harta bersama, berarti pula 
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isteri juga turut melaksanakan kewajiban suami. Dari ketentuan 
umum tentang ruang lingkup harta bersama, maka utang piutang 
yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. Semua utang untuk keperluan keluarga. 
2. Kredit pemilikan rumah atau barang yang belum lunas 
pembayarannya. 
3. Segala bentuk dana asuransi, yaitu Taspen, Asabri, Asuransi 
Tenaga Kerja Astek), dana kecelakaan lalu lintas, dana 
pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, dana asuransi 
jiwa, yang pembayaran preminya dari harta bersama. 
4. Bunga deposito. 
5. Hasil sewa suatu barang harta bersama yang disewakan. 
6. Saham-saham dan keuntungan saham atas suatu perusahaan. 
         Penghitungan semua utang piutang sebagai harta bersama 
tersebut harus dengan memperhatikan saat terjadinya perjanjian dan 
peruntukannya serta asal uang pembayarannya itu. 
c) Persetujuaan kedua belah pihak suami dan istri 
Tentang persetujuan suami isteri terhadap suatu perjanjian, 
dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan, untuk 
membuat suatu perjanjian dalam perkawinan harus atas persetujuan 
bersama suami isteri, maka jika suatu perjanjian tidak atas 
persetujuan bersama, perjanjian itu hanya berlaku dan sah bagi yang 
membuat perjanjian. Hal itu menentukan pula status utang tersebut. 
Jika suatu perjanjian utang tidak terpenuhi syarat yaitu kesepakatan 
para pihak, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian 
perjanjian yang tidak sah akan dianggap tidak ada perjanjian. Dalam 
perkawinan tidak sahnya suatu perjanjian bukan berarti sama sekali 
48 
 
dianggap tidak ada perjanjian, namun karena dalam perkawinan satu 
pihak yang mengadakan perjanjian terdiri dari dua orang, yaitu 
suami dan isteri, maka tidak sahnya perjanjian hanya terhadap suami 
atau istri yang tidak setuju adanya perjanjian itu. 
Hal itu berarti dengan tidak adanya persetujuan bersama suami 
isteri ketika membuat suatu perjanjian utang, maka perjanjian itu 
hanya berlaku bagi salah satu pihak yang membuat perjanjian itu, 
yaitu suami atau isteri. Sehingga perjanjian itu bukan perjanjian 
bersama, tetapi perjanjian pribadi. Karena perjanjian utang pribadi, 
maka utang tersebut adalah utang pribadi dan pembebanan 
pertanggungjawabannya menjadi beban pribadi atau harta pribadi. 
Dengan kata lain, utang yang dilakukan oleh pribadi, suami atau 
isteri, tidak termasuk harta bersama dan tidak dapat dibebankan 
kepada harta bersama.  
Namun demikian, bahwa perkawinan adalah merupakan suatu 
perjanjian yang kuat (mitsaqan gholidzan) dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang mengikatkan diri (akad nikah), menjadi 
satu dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga masing-masing pihak 
terutama suami, dapat melakukan perbuatan hukum tanpa 
memerlukan persetujuan pihak lain (isteri) dalam rangka 
membangun keluarga (rumah tangga), sekaligus sebagai memenuhi 
kewajibannya terhadap keluarga, dan bentuk persetujuan isteri dapat 
diketahui dengan tidak ada bantahan atau menurut kebiasaan yang 
dilakukan oleh suami dan isteri dalam pergaulan rumah tangga 
Oleh karena itu, meskipun persetujuan oleh isteri terhadap 
perjanjian utang yang dilakukan oleh suami secara yuridis adalah 
sesuatu yang penting, namun secara filosofis, sebagai pasangan 
suami isteri yang diikat dengan akad perkawinan, yang menjadi 
pokok  dalam menentukan utang suami menjadi utang bersama 
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adalah peruntukan utang tersebut. Sedangkan persetujuan isteri lebih 
bersifat fleksibel atau dengan memperhatikan kondisi utang dan 
tujuannya. 
Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban atau pembayaran 
utang diatur dalam Pasal 93 KHI sebagai berikut : (1) 
Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isetri dibebankan 
pada harta masing-masing, (2) Pertanggung jawaban terhadap utang 
yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada 
harta bersama, (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan 
kepada harta suami, (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak 
mencukupi dibebankan kepada harta istri. 
Ketentuan tersebut pada intinya menentukan, bahwa utang 
pribadi suami dan isteri dipertanggungjawabkan kepada harta 
masing-masing suami dan isteri, sedangkan utang untuk kepentingan 
bersama dalam keluarga dibebankan kepada harta bersama, dan jika 
harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang bersama, 
maka dibebankan kepada harta suami dan seterusnya kepada harta 
isteri. Oleh karena utang isteri dianggap sebagai utang bersama, 
dimana penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka 
pertanggungjawabannya juga dibebankan kepada harta bersama. 
Selanjutnya jika terjadi perceraian harta bersama dalam bentuk 
utang maupun piutang dibagi bersama masing-masing mendapat 
setengah,baik utang maupun piutang. 
Dari ketentuan Pasal 93 ayat (3) KHI tersebut terlihat bahwa 
penanggung jawab utama terhadap utang  keluarga adalah pada 
suami. Harta pribadi suami yang pertama sekali dibebani untuk 
pembayaran utang bersama, jika harta bersama tidak mencukupi 
untuk pembayarannya. Harta isteri dibebani hanya setelah harta 
bersama dan harta suami tidak ada atau tidak mencukupi.  
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B.Peran Perjanjian Perkawinan jika terjadi Pembagian Harta Bersama 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam 
           Masalah harta gono-gini tidak dipikirkan oleh pasangan calon 
pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu 
untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa 
suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir 
tentang harta gono-gini pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. 
Tidak adanya bukti perjanjian menyebabkan pasangan suami istri yang 
tengah bercerai (dalam proses perkara pengadilan) bisa saja memanipulasi 
bahwa ”harta ini” dan ”harta itu” merupakan miliknya. Bahkan, pasangan 
yang tidak bertanggung jawab bisa melakukan suatu tindakan yang tidak 
etis, misalnya mencuri bagian dari harta gono-gini dengan alasan harta 
tersebut merupakan bagiannya. Untuk itu, peran perjanjian perkawinan 
jika terjadi pembagian harta bersama sangat diperlukan antara lain yaitu : 
pertama, sebagai pedoman, apakah pasangan suami istri tersebut 
membatasi atau melindungi secara hukum harta masing-masing atau 
menyatukan harta bawaan dan harta perolehan menjadi harta gono-gini. 
Kedua, sebagai pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan 
pembagian harta bersama dalam hal cerai mati. Ketiga, sebagai pedoman 
bagi pasangan suami istri untuk menentukan pembagian harta bersama 
dalam hal cerai hidup. Keempat, sebagai pedoman untuk memberikan 
batasan  dalam membagi harta bersama dalam hal suami melakukan 
poligami. Untuk lebih jelasnya, maka penulis menguraikannya sebagai 
berikut : 
1. Sebagai pedoman, apakah pasangan suami istri tersebut membatasi 
atau melindungi secara hukum harta masing-masing atau menyatukan 
harta bawaan dan harta perolehan menjadi harta gono-gini. 
51 
 
Harta gono-gini mencakup segala bentuk activa dan passiva 
selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan 
menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan 
bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini 
(Happy Susanto.2008 : 9-10). 
Tidak ada harta bersama kecuali melalui perjanjian antara suami 
istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. 
Dalam perjanjian harus ditegaskan bahwa ada harta bersama antara 
suami istri itu selama perkawinan berlangsung (Mohd Idris 
Ramulyo,1996 : 235). 
Hukum islam memberi hak kepada masing-masing suami istri 
untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak dapat 
diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan 
dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya 
harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima 
pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak 
menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta 
bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan yang 
menjadi hak masing-masing (Ahmad Azhar Basyir,2000 : 65). 
Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gono-gini 
antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam UU perkawinan Pasal 
35 ayat 1 yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama”. Namun, bukan berarti dalam 
perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini. Sebab, berdasarkan 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 dinyatakan bahwa”adanya harta 
bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya 
harta milik masing-masing suami atau istri”. 
Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut 
(Happy Susanto,2008 : 13-16): 
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a) Harta gono-gini 
Harta gono-gini dalam perkawinan adalah harta benda yang 
diperoleh selama masa perkawinan. Harta gono-gini tidak 
membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari 
siapa pun yang menghasilkannya atau atasnamakan oleh siapa pun 
di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa 
perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap 
sebagai harta gono-gini. 
b) Harta bawaan 
Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing 
suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau 
yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah. 
c) Harta perolehan 
Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki 
secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah 
terjadinya ikatan perkawinan.Harta ini umumnya berbentuk hibah, 
hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha 
bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya 
dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, 
macam harta ini diperoleh setelah masa perkawinan. 
Menurut pendapat penulis dari beberapa pendapat diatas bahwa 
harta bersama itu ada apabila tidak ada perjanjian yang memisahkan 
tentang harta perkawinan, apabila tidak ada perjanjian yang 
menyatakan pencampuran harta, maka tidak ada harta bersama, 
melainkan harta masing-masing suami atau istri sebelum 
melangsungkan perkawinan dan apabila ada penghasilan dari suami 
selama perkawinan, bukan merupakan milik suami atau harta bersama 
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melainkan adalah dianggap sebagai tanggungjawab suami terhadap 
keluarganya sebagai kepala rumah tangga. 
 UU perkawinan pada Pasal 35 ayat 2 mengatur suami dan istri 
berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, 
asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan 
yang sama juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 
ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono-
gini. Suami dan istri berhak mempergunakan harta bawaannya 
masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum 
terhadapnya. Dasarnya adalah UU perkawinan Pasal 36 ayat 2. Hal 
yang sama juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 
ayat 2. Artinya, berdasarkan ketentuan itu, harta bawaan yang dimiliki 
secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diganggu oleh 
pasangan yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini 
jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam 
perjanjian perkawinan yang mereka buat atau dengan kata lain, 
perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya 
peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono-gini. Seperti 
halnya harta bawaan, harta perolehan juga menjadi milik pribadi 
masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak 
ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2 
 Dengan demikian,harta gono-gini jelas berbeda dengan harta 
bawaan dan harta perolehan. Harta gono-gini adalah harta yang 
diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri sejak 
perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku 
jika pasangan membuat perjanjian perkawinan yaitu dalam Kompilasi 
Hukum Islam terdapat dalam pasal 48 ayat 1 dan 2, dalam pasal 
tersebut menjelaskan secara khusus bahwa boleh mengadakan atau 
membuat perjanjian perkawinan tentang adanya pemisahan harta, baik 
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harta bawaan dan harta perolehan itu tidak menghilangkan kewajiban 
suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi dalam UU 
Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang pemisahan harta 
perkawinan, melainkan hanya saja membolehkan membuat perjanjian 
perkawinan dan isinya perjanjian perkawinan itu tergantung para 
pihak yaitu calon suami atau istri tersebut mencantumkan atau tidak, 
tentang pengaturan pemisahan harta asalkan tidak melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan. Dalam hal entah isinya 
menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya. 
Memisahkan harta bawaan dan harta perolehan itu penting untuk 
kemudian hari apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti 
perceraian atau kematian. Dalam hal perlu membuat perjanjian 
perkawinan terlebih dahulu untuk melindungi harta bawaan dan harta 
perolehan masing-masing calon suami dan calon istri. Supaya apabila 
terjadi perceraian atau kematian harta bawaan dan harta perolehan 
tidak tercampur dengan harta bersama. Apabila semua sudah 
dipersiapkan jauh-jauh hari, tidak ada perebutan harta bersama 
sehingga pasangan suami istri tersebut tidak mengaku-ngaku harta 
tersebut milikinya, karena sudah ada perjanjian perkawinan yang 
mengaturnya bahwa harta bawaan dan harta perolehan antara 
keduanya dipisah-pisahkan. 
2. Sebagai pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan 
pembagian harta bersama dalam hal cerai mati. 
         Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan 
hubungan suami istri karena meninggalnya suami atau istri. 
Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 
50:50. Ketentuan itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 
ayat 1.  Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri 
harus jelas terlebih dahulu agar penentuan pembagian harta gono-gini 
jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan 
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tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. 
Hal itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 2 (Happy 
Susanto,2008 : 39). 
Pada dasarnya yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing 
pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan penjelasan Pasal 37. 
Baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus 
karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut 
hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan 
hukum lainnya (HM.Djamil Latief, 1985 : 116). 
Menurut pendapat penulis pada dasarnya pembagian harta 
bersama dalam hal cerai mati menurut pendapat diatas adalah sama 
dalam hal pembagiannya yaitu setengah-setengah, tetapi itu pun juga 
tergantung dari pasangan suami istri tersebut, apakah ada perjanjian 
perkawinan atau tidak dalam perkawinannya. Apabila ada, maka 
ketentuan pembagian setengah-setengah dapat dikesampingkan dan 
dapat dipakai menurut hukumnya masing-masing asalkan tidak 
melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. 
Di dalam hidup berumah tangga tidak jarang terjadi antara suami 
isteri sama-sama bekerja untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan 
keluarga, sehingga menjadi harta kekayaan dari hasil usaha bersama 
tersebut atau misal suami yang bekerja mencari nafkah, sedangkan 
isterinya tinggal dirumah, memelihara dan mengasuh anak-anak, 
merawat dan menjaga rumah tangga, mengatur rumah tangga dan 
sebagainya, maka secara tidak langsung isteri juga membantu dan 
menunjang usaha suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
hasil usaha suami yang dibantu baik secara langsung atau tidak 
langsung membuat harta kekayaan milik suami isteri. Apabila salah 
satu diantara suami isteri tersebut meninggal dunia, harta yang akan 
dipandang sebagai harta peninggalan yaitu harta yang diperoleh bukan 
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harta berasal dari hasil kerja suami atau isteri, tetapi hasil kerja 
keduanya, maka jelaslah kalau salah satu diantaranya meninggal dunia 
harta yang ditinggalkan adalah harta perolehan bersama. Kecuali 
barang-barang yang menurut kebiasaan merupakan milik khusus, 
seperti barang perhiasan adalah milik isteri dan pakaian-pakaian 
tertentu milik suami. Harta milik bersama tersebut itu apabila salah 
seorang diantaranya meninggal dunia, sebelum diwaris terlebih dahulu 
dibagi dengan ketentuan yang berlaku menurut adat istiadat setempat 
atau disesuaikan besar kecilnya saham atau andil orang yang 
meninggal dalam mewujudkan harta kekayaan bersama tersebut. 
Apabila sama besar, maka dibagi sama dengan perbandingan 1 : 1 dan 
apabila tidak sama besar, misalnya suami yang lebih banyak 
sahamnya, maka dibagi dengan perbandingan 2 : 1 setelah dibagi 
mana yang menjadi hak suami atau isteri yang meninggal, itulah yang 
menjadi harta hak suami atau isteri yang meninggal, itulah yang 
menjadi harta peninggalannya 
Pembagian harta perkawinan yang terdapat dalam Pasal 96 ayat 
(1) KHI menunjukkan bahwa masing-masing suami dan isteri 
mendapat setengah harta bersama. Bagian yang setengah harta 
bersama tersebut meliputi semua harta bersama dalam bentuk aktiva 
dan passiva. Untuk harta passiva pembagiannya dapat secara langsung 
dengan pembayaran oleh penerima bagian tersebut atau dengan 
dibebankan kepada bagian masing-masing melalui pengurangan 
bagian harta bersama yang dalam bentuk aktiva secara proporsional. 
Untuk yang meninggal dunia, jika bagian harta bersama dalam bentuk 
aktiva tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar bagiannya 
yang passiva, maka ahli warisnya menanggung utang yang 
ditinggalkannya. Dalam hal cerai mati, sebelum harta pihak yang 
meninggal (pewaris) dibagikan, lebih dahulu dipilah mana harta 
bersama dan mana harta milik pribadi yang meninggal. Kemudian 
57 
 
harta bersama itu dibagi dua yaitu setengah bagian yang meninggal 
dan setengah lagi bagian yang ditinggalkan. Bagian harta yang 
meninggal digabungkan dengan harta pribadinya, sesudah itu baru 
diwariskan kepada ahli warisnya termasuk pihak yang masih hidup, 
suami atau istri. Hal itu tentu saja setelah dikeluarkan semua biaya 
pengurusan jenazahnya, utang, dan wasiatnya kalau ada, tidak boleh 
lebih dari 1/3 dari harta tersebut. 
UU perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang 
pembagian harta bersama apabila salah satu pasangan meninggal 
dunia, tetapi dapat dipakai Pasal 37 sebagai pedoman dalam 
menentukan yaitu disesuaikan dengan hukumnya masing-masing, baik 
dibagi seperdua atau berbeda tergantung dari hukumnya yang dipakai 
asalkan tidak melanggar batas-batas hukun, kesusilaan dan agama dan 
UU perkawinan membolehkan diadakannya perjanjian perkawinan 
sebelum melangsungkan perkawinan tetapi tidak mengatur secara 
khusus tentang pembagiannya  
Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam mengatur secara 
khusus tentang pembagian harta bersama apabila salah satu pasangan 
meninggal dunia yaitu dalam Pasal 96 ayat 1. Pembagian itu dapat 
dikesampingkan karena KHI membolehkan membuat perjanjian 
perkawinan sebelum perkawinan, maka pembagian harta bersama 
yang salah satu pasangan meninggal tidak harus sama dalam Pasal 96 
ayat 1, tapi dapat sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah 
disepakati oleh pasangan suami istri tersebut apabila kedua belah 
pihak sepakat membuat perjanjian perkawinan, sedangkan UU 
perkawinan dalam hal pembagian harta bersama karena salah satu 
pasangan meninggal dunia tidak mengatur secara khusus tentang 
pembagian harta bersama bagi cerai mati, tetapi dapat dipakai 
ketentuan Pasal 37 sebagai pedoman atau landasan dalam menentukan 
pembagian harta bersama dalam hal cerai mati, bahwa Pasal 37 
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tersebut menyerahkannya menurut hukumnya masing-masing, baik 
dibagi seperdua atau berbeda tergantung dari hukumnya yang dipakai 
asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, kesusilaan dan agama dan 
dapat juga disesuaikan dengan perjanjian perkawinan yang mereka 
buat sebelum melangsungkan perkawinan. 
3. Sebagai pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan 
pembagian harta bersama dalam hal cerai hidup 
                Pembagian harta gono-gini dalam kategori cerai hidup untuk 
umat Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Artinya, 
dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan 
penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini ditempuh berdasarkan 
ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, 
penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, 
yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini 
(Happy Susanto,2008 :39-40). 
Pada dasarnya yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing 
pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan penjelasan Pasal 37. 
Baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus 
karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut 
hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan 
hukum lainnya (HM.Djamil Latief, 1985 : 116). 
Menurut pendapat penulis dalam kaitannya dengan harta 
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 jo Pasal 37 UU 
perkawinan dan penjelasannya, KHI menetapkan bahwa jika terjadi 
perceraian, maka masing-masing suami istri berhak atas seperdua 
harta bersama. Untuk cerai mati  (Pasal 96 ayat 1) kiranya semua 
orang cenderung menerimanya, tetapi untuk cerai hidup (Pasal 97). 
Ketentuan tersebut rasanya masih perlu dikaji kembali agar salah satu 
pihak (mantan suami atau mantan istri) tidak merasa dirugikan 
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karenanya. Dilihat dari suatu kasus perceraian tertentu, pembagian 
yang demikian memang dapat dipandang adil dan bijaksana. Misalnya 
terhadap janda (mantan istri) yang sudah demikian tua, tidak ada 
harapan atau keinginan untuk menikah lagi, tetapi untuk kasus-kasus 
perceraian yang lain, misalnya terhadap janda (mantan istri) yang 
masih demikian muda, lebih-lebih jika perceraian itu terjadi atas 
kehendaknya dengan maksud untuk menikah lagi dengan pria lain 
yang memikat hatinya, adilkah jika harta bersama yang diperoleh atas 
hasik usaha duda (mantan suami) dibagi sama rata mantan istri 
seperdua dan mantan suami seperdua. 
Sistem sosial masyarakat kita yang dicerminkan oleh UU 
perkawinan, masih menempatkan beban-beban atau kewajiban-
kewajiban terhadap keluarga dipundak laki-laki, baik sebagai suami 
atau sebagai duda. Jika mereka (janda dan duda atau mantan suami 
dan mantan istri yang telah menikah lagi) sama-sama menikah (kawin 
lagi), maka pembagian harta bersama dalam KHI Pasal 97 tersebut 
akan terasa amat tidak adil. Masalahnya ialah seperdua harta yang 
diperoleh duda (mantan suami) atas harta bersama akan digunakan 
untuk menafkahi keluarga (anak istrinya) yang baru, termasuk juga 
anak hasil perkawinannya terdahulu (dengan mantan istri yang 
meminta cerai) sedangkan seperdua harta yang setelah menikah semua 
keperluan hidupnya ditanggung oleh suami barunya dan lebih tidak 
patut lagi jika yang mengusahakan harta adalah duda (mantan suami). 
 Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, dalam hal 
putusnya perkawinan karena perceraian, sebelum harta bersama dibagi 
antara mantan suami dan mantan isteri, terlebih dahulu diinventarisasi 
atau ditentukan status semua harta dalam perkawinan yang ada. Mula-
mula yang perlu diperhatikan adalah apakah ada perjanjian yang 
menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
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dalam Pasal 47 ayat 1. Jika ada perjanjian yang menentukan status 
harta kekayaan dalam perkawinan, maka isi perjanjian tersebut 
dijadikan pedoman untuk menentukan harta bersama.  Jadi yang 
terlebih dahulu diperhatikan adalah ada tidaknya perjanjian 
perkawinan antara suami isteri. Karena sebagaimana bunyi ketentuan 
Pasal 97, bagian setengah harta bersama itu dilaksanakan apabila tidak 
ada perjanjian yang di dalamnya oleh suami dan isteri ditentukan lain. 
Apabila tidak ada perjanjian tersebut, selanjutnya ditentukan harta 
perkawinan yang menjadi harta pribadi dan harta perkawinan yang 
termasuk harta bersama. Kemudian harta bersama dibagi setengah 
untuk mantan suami dan setengah untuk mantan isteri. Bagian 
seperdua atau setengah harta bersama tersebut juga meliputi semua 
harta bersama dalam bentuk passiva. 
4. Sebagai pedoman untuk memberikan batasan  dalam membagi harta 
bersama dalam hal suami melakukan poligami. 
                UU perkawinan menentukan bahwa perkawinan berasas 
monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin 
pengadilan dengan alasan-alasan istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri, dan dengan syarat mendapat izin istri atau 
istri-istri yang terdahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat 
berlaku adil (Ahmad Azhar Basyir,2000 : 40 ).  
Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan kedua kalinya 
(poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun 
demikian, pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam 
perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini 
diperkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan 
bagian seperdua. Hanya saja, Pembagian harta gono-gini di 
perkawinan poligami juga harus memerhatikan bagaimana nasib anak-
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anak hasil perkawinan model poligami itu (Happy Susanto,2008 : 41-
42). 
Ketentuan harta gono-gini dalam poligami juga diatur dalam UU 
perkawinan Pasal 65 ayat 1 menegaskan bahwa jika seorang suami 
berpoligami. 
a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri 
dan anaknya. 
b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta 
gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua 
atau berikutnya itu terjadi. 
c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang 
terjadi sejak perkawinan masing-masing 
Menurut Pendapat penulis berdasarkan pendapat diatas, poligami 
itu dibolehkan apabila seorang laki-laki ingin melakukan poligami, 
tetapi harus mampu, mampu dalam hal materi dan dapat berlaku adil 
dalam membagi harta kepada istri-istrinya. Adil di sini bukan 
membagi setengah-setengah, tetapi sesuai dengan haknya masing-
masing. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang perkawinan pada 
Pasal 65 ayat 1, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai 
hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. 
Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta gono-gini bersama 
dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua 
istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, 
istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini 
istri yang pertama. Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta gono-gini 
dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang 
adil bagi kaum perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami 
banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan 
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anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan 
menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka 
adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala 
kebutuhannya. 
Penggunaan harta gono-gini oleh karena adanya kebersamaan 
harta kekayaan antara suami istri, maka harta gono-gini menjadi hak 
milik keduanya. Untuk menjelaskan hal itu sebenarnya ada dua 
macam hak dalam harta bersama (harta gono-gini) yaitu hak milik dan 
hak guna. Harta gono-gini suami istri memang telah menjadi hak milik 
bersama, namun jangan dilupakan bahwa di sana juga terdapat hak 
gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan 
harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari 
pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta gono-gini, dia 
harus mendapat izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri harus 
mendapat izin dari suaminya jika akan menggunakan harta gono-gini. 
UU perkawinan Pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa ”mengenai harta 
bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah 
pihak”. 
Sebagai contoh, selama masa perkawinan salah satu pihak dari 
pasangan suami istri membeli sebuah rumah atau tanah atas nama 
suami atau istri. Kedua harta tersebut merupakan bagian dari harta 
gono-gini yang dimiliki secara bersama. Jika ada salah satu pihak dari 
mereka berdua ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan dari 
pasangannya. 
Ada contoh lain, misalnya tentang penggunaan uang nafkah. 
Uang nafkah yang merupakan bagian dari harta gono-gini dan 
sesungguhnya untuk kepentingan keluarga tidak dapat digunakan di 
luar kebutuhan keluarga kecuali mendapatkan hak dari pihak yang 
menghasilkan nafkah tersebut. 
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Jika penggunaan harta gono-gini tidak mendapat persetujuan dari 
salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar 
hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara 
hukum. Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 yang 
menyebutkan bahwa ”suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain 
tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. 
Suami atau istri juga diperbolehkan menggunakan harta gono-
gini sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah 
satu pihak. Tentang hal itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat 4 
yang mengatur bahwa ”harta bersama dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”. 
Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut  tidak menyebutkan 
bagian masing-masing mantan suami dan mantan isteri, tetapi hanya 
mengatur tentang terpisahnya atau tidak bercampurnya harta seorang 
suami dengan harta masing-masing isterinya. Ketentuan itu 
merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memudahkan dalam 
menentukan harta bersama seorang suami dengan para isterinya. 
Dalam rumah tangga seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari 
seorang, diharuskan membuat catatan tentang harta bersamanya 
dengan masing-masing para isterinya. Sehingga jika terjadi perceraian 
perhitungan harta bersama hanya tehadap harta bersama dengan isteri 
yang akan bercerai. 
Tentang bagian harta bersama bagi seorang suami yang beristeri 
lebih dari satu orang, meskipun dalam pasal tersebut tidak 
menyebutkan besarnya bagian masing-masing suami dengan isterinya 
yang akan bercerai, tetapi hal itu dapat menggunakan Pasal 97 KHI, 
yaitu seperdua dari harta bersama dengan isteri yang dicerai tersebut. 
Meskipun bagian masing-masing mantan suami dan mantan isteri 
telah secara jelas disebutkan oleh aturan dalam KHI, namun dalam 
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pelaksanaannya di lapangan (dalam praktek di peradilan), akan 
mengalami kesulitan jika cara pembagiannya tidak jelas. Untuk itu 
cara pembagian harta bersama yang telah ditentukan dalam suatu 
putusan perlu dipahami lebih lanjut. Untuk itu dalam memudahkan 
pembagiannya harus membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu 
apabila seorang suami akan berpoligami, sehingga harta antara istri 
yang satu dengan yang lain tidak tercampur baik yang menyangkut 
perjanjian tentang tempat kediaman, waktu giliran, biaya rumah 
tangga bagi istri yang akan dinikahinya yang terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 52, sehingga tidak menimbulkan 
perselisihan di kemudian hari antara istri yang satu dengan yang 
lainnya.  
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BAB IV PENUTUP 
A.Simpulan 
1. Peran perjanjian Perkawinan jika terjadi perceraian berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam yaitu : 
a).  Sebagai pedoman kepada salah satu pasangan suami atau istri untuk 
meminta pembatalan perkawinan apabila perjanjian dilanggar. 
b). Sebagai pedoman dalam menentukan hak pengasuhan dan  
tanggungjawab orang tua terhadap anak-anak hasil perkawinan. 
 
c).  Sebagai pedoman dengan adanya pemisahan utang, maka siapa yang 
berhutang dan siapa yang akan yang bertanggung jawab atas hutang 
tersebut menjadi jelas.  
 
2. Peran perjanjian perkawinan jika terjadi pembagian harta bersama 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam yaitu: 
a). Sebagai  pedoman, apakah pasangan suami istri tersebut membatasi 
atau melindungi secara hukum harta masing-masing atau menyatukan 
harta bawaan dan harta perolehan menjadi harta gono-gini. 
b). Sebagai pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan 
pembagian harta bersama dalam hal cerai mati. 
c). Sebagai pedoman bagi pasangan suami istri untuk menentukan 
pembagian harta bersama dalam hal cerai hidup. 
d). Sebagai pedoman untuk memberikan batasan dalam membagi harta 




1. Bagi masyarakat 
a) Hendaknya mulai berpikiran terbuka terhadap fenomena perjanjian 
perkawinan dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. 
Adanya perjanjian perkawinan justru diharapkan dapat 
memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang harus dan tidak 
boleh dilakukan pasangan, sehingga kelangsungan pernikahan akan 
tercapai. 
b) Hendaknya sebelum melangsungkan perkawinan lebih dahulu 
membuat perjanjian perkawinan untuk mempermudah dalam 
memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang 
bukan agar jika terjadi perceraian, pembagaian harta bersama dapat 
mudat diselesaikan. 
2. Bagi hakim 
a) Hendaknya dalam memutuskan perceraian yang menyangkut 
tentang pembagian harta bersama, jangan melihat dari UU 
Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam saja yaitu dengan 
ketentuan setengah-setengah (dalam hal tidak ada perjanjian 
perkawinan), tetapi harus juga memperhatikan siapa yang 
berkontibusi lebih besar terhadap harta bersama tersebut, sehingga 
pembagian harta bersama tersebut dianggap adil dan tidak berat 
sebelah. 
b) Hendaknya melakukan pembaharuan hukum terhadap fenomena-
fenomena yang terjadi sekarang ini (perjanjian perkawinan), 
sehingga  dalam memutuskan suatu perkara dapat bertindak adil 
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